Menimbang

Mengingat

BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun
2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2019, Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN
KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
Bupati adalah Bupati Karawang.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa yang
selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah DPMD
Kabupaten Karawang.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah
kerja kecamatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengannama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan wurusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening
kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening
kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1(satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada
Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

(1)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau
Perubahan Penjabaran APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang
memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia
barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk
dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan
dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kcmenterian,
unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian,
inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah
kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



BAB 11

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa
dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai kewenangan:

a.
b.

d.
e.
f

g.

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
milik Desa;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa;

menetapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
menyetujui RAK Desa; dan
menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
Desa selaku PPKD.

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
a. Sekretaris Desa

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan.

(1)

(2)

Pasal 5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

Sekretaris Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

a.

b.

mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Desa;

mengoordinasikan penyusunan rancangan APB
Desadan rancangan perubahan APB Desa;

mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;



(3)

(1)

(3)

(4)

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

Pasal 6

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kasi pemerintahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan

c. Kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

a melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang
tugasnya;,

c¢ mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,;

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang
tugasnya;

e menandatangani perjanjian kerja sama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan
dalam RKP Desa.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(2)

Pasal 7

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa
dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
pelaksana kewilayahan.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima,
menyimpan, menyetorkan / membayar,
menatausahakan dan = mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi
kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
pemerintah Desa.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 9

APB Desa terdiri dari:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan
objek pendapatan.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan,
jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek
pembiayaan.



Pasal 10

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi
kode rekening.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 11

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas kelompok:

a. pendapatan asli Desa;

b. transfer; dan

c. pendapatan lain.

Pasal 12

Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. pendapatan asli Desa lain.

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa,
tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah penerimaan yang
berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan asli desa selain yang telah ditetapkan dalam
peraturan desa tentang APB Desa.

Pasal 13

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

a. dana Desa;

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten;

c. alokasi dana desa;



(2)

(3)

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat
umum dan khusus

Bantuan keuangan Dbersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

penerimaan dari hasil kerja sama Desa

penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa;

penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan;

bunga bank; dan

pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 15

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa.

Pasal 16

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

pemberdayaan masyarakat Desa; dan

10



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan
Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat
dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 17

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasional pemerintahan Desa;

sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

c. administrasi kependudukan, pencatatan  sipil,
statistik, dan kearsipan;

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan

e. pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:

a. pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

o T

kawasan permukiman;
kehutanan dan lingkungan hidup;
perhubungan, komunikasi dan informatika;

energi dan sumber daya mineral; dan

5@ om0

pariwisata.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan
masyarakat;

b. kebudayaan dan kegamaan;

c. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian dan peternakan;

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
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(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga;

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
f. dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:

a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan

c. keadaan mendesak.

Pasal 18

Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1)
sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan
dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan
yangtidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan
99.

Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan
penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan
kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya
dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau
sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
terdiri atas:

oo

(2)

belanja pegawai;
belanja barang/jasa;
belanja modal; dan
belanja tak terduga.

Pasal 20

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran
jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta
tunjangan BPD.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 21

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang
keputusan pengangkatan dan/atau  peresmiannya
ditetapkan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 16
(enam belas) pada bulan ditetapkannya keputusan
tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan Belanja
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
untuk bulan berjalan.

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang
keputusan  pengangkatan dan/atau  peresmiannya
ditetapkan diatas tanggal 16 (enam belas) pada bulan
ditetapkannya keputusan tersebut, maka Belanja Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang
bersangkutan mulai diberikan setelah bulan
ditetapkannya keputusan.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) mulai dihentikan pembayarannya apabila
keputusan pemberhentian pegawai ditetapkan dibawah
tanggal 16 (enam belas) pada bulan ditetapkannya
keputusan tersebut.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) tetap dibayarkan pada bulan berjalan apabila
keputusan pemberhentian pegawai ditetapkan diatas
tanggal 16 (enam belas) pada bulan ditetapkannya
keputusan tersebut.

Apabila terdapat kekosongan jabatan pada struktur
organisasi pemerintahan desa dan/atau BPD maka alokasi
belanja pegawai yang diperuntukkan bagi jabatan tersebut
wajib disetorkan kembali oleh Kaur Keuangan ke Rekening
Kas Desa melalui Bank yang ditunjuk.

Apabila terdapat Jabatan yang dijabat secara rangkap oleh
salah satu pegawai dalam  struktur organisasi
pemerintahan desa, maka pembayaran Tunjangan
Penghasilan hanya diberikan untuk jabatan yang lebih
tinggi dalam struktur organisasi dan apabila jabatan yang
dijabat secara rangkap tersebut berkedudukan sama,
maka tunjangan penghasilan tersebut dibayarkan untuk
salah satu jabatan saja.

Belanja Pegawai yang tidak terbayarkan sebagai akibat
adanya jabatan rangkap, wajib disetorkan kembali oleh
Kaur Keuangan ke Rekening Kas Desa melalui Bank yang
ditunjuk.

Bukti setor kembali ke Rekening Kas Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan (7) dilampirkan dalam Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APB Desa
tahun berjalan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 22

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(duabelas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan antara lain untuk:

a. operasional pemerintah Desa;
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;

c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan
teknis;

operasional BPD;
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban
serta pemberdayaan masyarakat.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 23

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf ¢, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
menambah aset.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Desa.

Pasal 24

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
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(3)

(4)

()

(7)

(8)

(9)

(10)

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan
bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan
keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub Dbidang keadaan mendesak
merupakanupaya pemenuhan kebutuhan primer dan
pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami
kedaruratan.

Kriteria bencana alam dan bencana sosial yang kegiatan
penanggulangnya dapat dibiayai oleh belanja tak terduga
diantaranya :

Gempa bumi;

Gunung meletus;

Tsunami;

Banjir;

Kekeringan;

Angin topan;

Tanah longsor;

Konflik antarkelompok masyarakat;

Konflik antarkomunitas masyarakat.

P 0 R0 o

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah
kegiatan-kegiatan tanggap darurat yang meliputi:

a. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban
maupun harta benda korban bencana alam;

b. Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti
penyediaan bahan makanan dan pakaian bagi korban
bencana serta penyediaan air bersih dan MCK
darurat;

c. Pembangunan tenda-tenda darurat bagi korban
bencana;

d. Penyediaan posko-posko pelayanan kesehatan.

Kriteria keadaan darurat adalah terjadinya kerusakan
dan/atau terhentinya pembangunan sarana dan prasarana
umum baik karena faktor alam, sosial dan ekonomi yang
mengakibatkan masyarakat tidak bisa mendapatkan
pelayanan  dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan
keagamaan dilingkungannya.

Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk

masyarakat yang dapat dibiayai dari belanja tak terduga

meliputi :

a. Sarana dan prasarana yang akan dibangun
merupakan milik desa dan bukan milik pribadi yang
terkena dampak bencana;
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(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

(1)

b. Sarana dan prasarana yang dibangun melayani
minimal kebutuhan dasar warga dalam satu
kedusunan.

Kriteria keadaan mendesak yang penanggulangannya bisa
menggunakan belanja tak terduga diantaranya :

a. menimbulkan korban jiwa;

b. adanya Kejadian Luar Bias (KLB)/Wabah.

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
yang dapat dibiayai oleh belanja tak terduga adalah :

a. Tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal,

b  mengalami gizi buruk.

Tata cara penggunaan anggaran.

a. PPKD berdasarkan persetujuan Kepala Desa
menyiapkan rancangan Keputusan Kepala Desa
tentang Penggunaan dana tidak terduga yang memuat
tentang besaran dana dan Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, PPKD memberitahukan
kepada Tim Pelaksana Kegiatan untuk segera
mengajukan permohonan pencairan dana dengan
dilengkapi :

1. Laporan kejadian bencana, keadaan darurat,
dan kedaan mendesak desa;

2. Dokumentasi kejadian bencana, keadaan
darurat, dan kedaan mendesak desa;

3. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

c. Semua bukti penggunaan anggaran dana tak terduga
dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan dana yang
sah sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 25

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf ¢ merupakan semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan
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(2)

(3)

(4)

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
kecuali tanah dan bangunan.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan
dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam
penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa
yang dipisahkan.

Pasal 27

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

pembentukan dana cadangan; dan

penyertaan modal.
Pasal 28

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf a dilakukan untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan
yangharus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan
yang penggunaannya telah ditentukan secarakhusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan kepala Desa.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Pasal 29

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM
Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau
pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat
dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis
kelayakan sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan.

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan :

a. Penyertaan modal bisa dilaksanakan bila
pembentukan BUM Desa disertai regulasi
pembentukan.

b. Penyertaan modal dalam bentuk uang hanya bisa
dilakukan bila terjadi surplus anggaran pada APB
Desa;

c. Penyertaan modal digunakan untuk memenuhi
kebutuhan dasar.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal :

1. Mampu meningkatkan  taraf perekonomian
masyarakat;

2. Memperluas lapangan pekerjaan;

w

Membantu peningkatan Pendapatan Asli Desa;
4. Mampu mendukung pengembangan potensi desa

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 30

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a.

o oo o

perencanaan,;
pelaksanaan;
penatausahaan;
pelaporan; dan
pertanggungjawaban.

Pasal 31

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 dilakukan dengan Basis Kas.

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau
dikeluarkan dari rekening kas Desa.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam APB Desa.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan
bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa.

Paragraf 1
Rancangan APB DESA

Pasal 33

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

Rancangan  Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala
Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa,
Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang
berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Pasal 34

Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Kepala
Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa
mengenai penjabaran APB Desa.

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan
Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Paragraf 2
Evaluasi APB Desa

Pasal 35

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat
atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.

Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan dokumen paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar;

b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai
penjabaran APB Desa;

c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;

d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana
cadangan, jika tersedia;

f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika
tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah BPD.
Pasal 36

Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat
Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan
kepada Kepala Desa paling lama 20 (duapuluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan
sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi
Peraturan Desa.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat
(2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 37

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan
peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD
mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
dimaksud.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 38

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat.

Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat
Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa.

Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan
sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD
melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa
kepada Bupati.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Pembatalan peraturan desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6) sekaligus menyatakan Kepala Desa hanya
dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

Pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 38ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai pedoman pelaksanaan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 40

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan
Desa tentang APB Desa.

Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala
Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan
pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran
APBDesa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 41

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa
kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

palingsedikit memuat:

a. APB Desa;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang
melaksanakan kegiatan; dan

c. alamat pengaduan.

Pasal 42

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa
apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan
pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan
dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan
luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah terjadinya peristiwa khusus, seperti
bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan
APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 43

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai
penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan
kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa.

Pasal 44

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai
APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai
dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 45

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan
melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk
Bupati.

Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen
tandatangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat
yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen
tandatangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 46

Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.

Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa
kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah
tertentu  untuk memenuhi kebutuhan operasional
pemerintah Desa.

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang dalam Kas Desa
maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) setiap bulannya dalam rangka memenuhi
kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pasal 47

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB
Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Desa ditetapkan.

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
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(4)

()

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)
(2)
(3)

(4)

Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran,
waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan
anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap
kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan rancangan DPA.

Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah
diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 49

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan
terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi
perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun
rancangan DPPA.

DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan;
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan DPPA.

Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah
diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 50

Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa
berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.

Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan
RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah
diverifikasi Sekretaris Desa.
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Pasal 51

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat arus
kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

(1)

(2)

(6)

(7)

Pasal 52

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari
Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 53

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat
persetujuan kepala Desa dan kepala Desa
bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti tersebut.

Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk pengeluaran Kas yang pembayarannya
dilakukan melalui rekening Bank yang ditunjuk, dibuktikan
melalui debit pada buku Rekening Kas Milik Desa dan Bukti
Transfer Uang.

Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk pengeluaran kas secara langsung, dibuktikan
dengan Kwitansi Pembayaran.

Pengeluaran kas secara secara langsung sebagaimana
dimaksud ayat (3) selain dilengkapi kwitansi pembayaran
dalam penatausahaannya juga harus disertai dengan bukti-
bukti lainnya yang sah sesuai dengan jenis dan komponen
belanja desa.

Bukti-bukti lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5) adalah sebagi berikut :
a. Belanja Pegawai :
1) Daftar Tanda Terima Pembayaran;
2) Surat Keputusan Penetapan Pegawai.
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b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Belanja Barang Perlengkapan dibuktikan dengan
Faktur/Kwitansi dan/atau Nota Toko;

2) Belanja Jasa Honorarium dibuktikan dengan
Daftar Tanda Terima Pembayaran, dan Surat
Keputusan Penetapan Honorer;

3) Belanja Perjalanan Dinas dibuktikan dengan
daftar tanda terima pembayaran, surat tugas,
dan surat perintah perjalanan dinas;

4) Belanja Jasa Sewa dibuktikan dengan daftar
tanda terima pembayaran, dan Surat Perintah
Kerja (SPK) dan/atau dokumen perjanjian atas
pekerjaan bila nilai anggarannya telah mencapai
ketentuan yang berlaku;

5) Belanja  operasional perkantoran dibuktikan
dengan Faktur/Kwitansi dan/atau Slip
penyetoran,;

6) Belanja Pemeliharaan dibuktikan dengan
Faktur/Kwitansi dan/atau Nota Toko; atau

7) Belanja Barang dan jasa yang diserahkan kepada
masyarakat dibuktikan dengan Faktur/Kwitansi
dan/atau Nota Toko, daftar tanda serah terima
dan/atau Berita  Acara Serah  Terima
Barang/Jasa.

c. Belanja Modal :
1) Surat Pesanan;
2) Berita Acara Penyerahan Barang;
3) Faktur Pembelian/Kwitansi;
4) Nota Toko.

(8) Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan anggaran
bertanggungjawab  terhadap  tindakan = pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua
pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 54

Mekanisme tentang penyaluran dan penarikan dana transfer
desa diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 55
(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA

yang telah disetujui Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diutamakan melalui swakelola.
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(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan
material/bahan dari wilayah setempat dangotong royong
dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat setempat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang
dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan anggaran
mengajukanSPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan
anggaran sesuaidengan periode yang tercantum dalam
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang
tertera dalam DPA.

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 57

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari
10 (sepuluh) hari kerja.

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan
dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk
disimpan dalam kas Desa.

Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas
umum dan buku pembantu panjar.

Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan anggaran
menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti
transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada
Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan
anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran.

Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima,
Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 58
Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya

dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan
setelah barang/jasa diterima.
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(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang
diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APB Desa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;
dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai
dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris
Desa.

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai
dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah
mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 59

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 60

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak
terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui
sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa
menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja
tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh
sekretaris Desa.

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja
tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu)
bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Pasal 61

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban
atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan
yang berlaku.
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(2)

(3)

(4)

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai,
barang/jasa, dan modal.

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 62

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB
Desa.

(1)

(2)

(4)

(6)

Pasal 63

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a digunakan

untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil daripada realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun
anggaran berkenaan.

SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran
dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran
berikutnya.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengajukan kembali rancangan DPA wuntuk disetujui
kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala
Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
anggaran berjalan.

Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan
sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun
anggaran berikutnya.
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(2)

Pasal 64

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran
dana cadangan dalam rekening kas Desa.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Desa mengenai dana cadangan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi
untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam
APBDesa.

Pasal 65

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli
Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 66

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 67

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum
yang terdiri atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan

c. buku pembantu panjar.

Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran
melalui rekening kas Desa.
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(3)

(4)

Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan catatan penerimaan potonganpajak dan
pengeluaran setoran pajak.

Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c¢ merupakan catatan pemberian dan
pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 68

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

a.

b.

(1)

(2)

(5)

(6)

(1)

(3)

disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan
dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang
diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 69

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan
RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur
Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah
disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh
Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA
dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan
anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai,
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan
diketahui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan
kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 70

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dilaporkan
oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Desa untuk disetujui.
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Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 71

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa
semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 72

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB
Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus
tahun berjalan.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 73

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat
setiap akhir tahun anggaran.

2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 74

aporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksu
1) L P ' b bagai dimaksud
dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu
kedua Bulan April tahun berjalan.
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Pasal 75

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal
70 di informasikan kepada masyarakat melalui media
informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

laporan realisasi APB Desa;

laporan realisasi kegiatan;

kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
sisa anggaran; dan

alamat pengaduan.

o0 T

Pasal 76

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang
APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa,
Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA,
DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP,
Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran,
DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku
Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan
Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah
kabupaten.

Pasal 78

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan
biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk
berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
penjabat Kepala Desa Persiapan.

(3) Pelaporan dan  pertanggungjawaban alokasi biaya
operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 79
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran

administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 82
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 ot 2019

Diundangkan di Karawang

CLRAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR 8
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A, Format Kode Rekening

A1, Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode
Rekenin BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
o

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
vang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan
Desa yang mencakup:

1)1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

1 [1]01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1 [1] 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

111103 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Nesa

11|04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan
PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

11|05 | Penyediaan Tunjangan BPD

1]1]06 |Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum),
perlengleapan perlcantoran, Palkaian Seragam | perjalanan dinas,
listrik / telpon, dll)

11|07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

1] 1] 90 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan

- | dan Operasional Pemerintahan Desa
99

112 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

112101 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

1[2|02 [ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

1|2| 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**




]

a0

99

lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan administrasi wmum dan kependudukan (Surat
Pengantar /Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

Penyvusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)**

Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

Penvuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil,
statistik dan kearsipan*

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Penvelenggaraan Musyawarah Desa lainnva (musdus, rembug warga, dll.,
vang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Penvusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen
Rencana Pembangunan/Keuangan)

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

08

Pengembangan Sistem Informasi Desa

09

Koordinasi/Kerjasama Penvelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**

10

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
Kewilayahan dan Pemilihan BPD (vang menjadi wewenang Desa)

11

Penvelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
mengikuti Lomba Desa

90

99

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan,
keuangan dan pelaporan*®




g B Sub Bidang Pertanahan

1(5] 01 |Sertifikasi Tanah Kas Desa

1{5]02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi
Agenda Pertanahan)

1 [5] 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

15| 04 | Mediasi Konflik Pertanahan

11505 [ Penvulihan Pertanahan

15| 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1|5]| 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

1{5]90 |lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

99

% BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi
juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan
pembinaan, bidang ini mencakup:

211 Sub Bidang Pendidikan

2 | 1|01 | Penvelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Desa™ (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

1] 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

2| 1|03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

2 | 1] 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa **

211| 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Desa**

2 (1] 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat
Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa**

21 1] 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

2 [ 1] 08 [ Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

21 1] 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

2 11| 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2 11(90 |lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

99
212 Sub Bidang Kesehatan




2 12|01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan
KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

212102 |Penvelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas
Lansia, Insentif Kader Posvandu)

2 (2] 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

2 12| 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehalan

2 (2105 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

2121 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

2 (2|07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

2 12| 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyvandu/Polindes /PKD

22|09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/ Polindes/PKD **

212190 |lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

a9

213 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 13] 01 | Pemeliharaan Jalan Desa o

2 13| 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang

2 13|03 | Pemelitharaan Jalan Usaha Tani

2 13| 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

2 (3] 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

2 13| 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
Milik Desa

2| 3| 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa

213109 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

2 13| 10 | Pembangunan/ Rchabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa **

2 13| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang **

213 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **

213 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa

2|31 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

2 3] 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**

213 16 | Pembangnnan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Sitns

Bersejarah Milik Desa/Petilasan




3| 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

2 (3| 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

2 [ 3| 19 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa **

2 13| 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **

2 (3190 [lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*

99

214 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2 (4|01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

2 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik DNesa

2 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan
Alr Hujan/Sumur Bor, dll)

2 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

2 05 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll.,
diluar prasarana jalan)

2 06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum /MCK umum, dil

2 14| 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan. Bank Sampah, dll)

2 | 4| 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah
Tangga)

2 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

2 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

2 14| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dllj**

2 | 4] 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (pipanisasi, dll) **

2 [4] 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-
gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

2 | 4| 14 | Pembangunan/Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jaunban Umnun /MCK
umum, dll **

2 14| 15 | Pembangunan/Rchabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

2 | 4] 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**

2 14| 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik
Desa**

2 14|90 |lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakvat dan kawasan pemukiman*

99
219 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup




215 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa
215] 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2 03 | Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan /Penyadaran tentang Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
2151 90 |lain-lain kegiatan sub hidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
99
216 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2(6f01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2 16| 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
216103 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi
Lokal Desa
2 16| 90 |lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
99
2|7 sub Bi('lang_Enél";gi dan Sumber _Dafy_'a Mineral " 7
2|71 01 | Pemelibharaan Sarana dan Prasarana Energl Allernatif tingkal Desa
217102 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Fnergi
Alternatif tingkat Desa **
2 [ 7190 |lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
99
218 Sub Bidang Pariwisata
2|81 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2 (8] 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik Desa **
2 18] 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
218190
99 | lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkarkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasvarakatan desa vang mendukung proses pembangunan desa yang
mencakup:
3|1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
31|01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos.
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3 (1] 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh

Pemerintah Desa (Satlinmas desa)




3 11|03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan
Masyarakat ([dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala
Lokal Nesa
3| 1|04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3 11|05 | Penvediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3 11|06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3| 1|07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masyarakat
311]90 [lam-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
- | Pelindungan Masyarakat*®
99
3|2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
32|01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
32|02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3 12|03 | Penvelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudavaan, dan Keagamaan
(peravaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3 12| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudavaan/Rumah Adat/Keagamaan
Milik Desa **
312105 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa **
3 (2] 90 |lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
99
3|3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
313]01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
33|02 | Penvelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan
Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3 13|03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
313] 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
Desa**
313105 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
dan Olah Raga Milik Desa**
3 13|06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
33|90 |lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
99
3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3 01 | Pembhinaan Lembaga Adat




3 (4|02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3 (4] 03 | Pembinaan PKK
3 [ 4| 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3 | 4] 90 [lain-lain kegiatan sub bldang Kelembagaan Masyarakat*
99
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan vang
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyvarakat, yang mencakup:
411 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
1101 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
11 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4| 1] 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat
Milik Desa**
4111 04 | Pembangnnan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil
Milik Desa**
1] 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
11 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat / Nelayan **
41|90 |lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
99
412 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
412101 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan
pertanian. penggilingan Padi/jagung, dll)
4 12| 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan
peternakan, kandang, dll)
2| 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
412104 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4| 2| 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian/eternakan **
412190 |lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
90
413 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
413101 | Peningkatan kapasitas kepala Desa
413102 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4 13| 03 | Peningkatan kapasitas BPD
4[3] 90 [lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa




99

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01

Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

02

Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

03

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

Al B B ] PR

S NG (Y S S

90

99

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak*

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
Koperasi

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Non-Pertanian

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pembentukan BUM Desa (Perslapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

sl 2] =

O G| S| &

lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Il =

01

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

~I

02

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Dega **

=l

03

Pengembangan Industri kecil level Desa

& w5l 5] ] &

04

FPembentukan/TFasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

90

99

lain-lain keglatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian®

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
digunalan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak:

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

—

00

Penanggulangan Bencana




an
(]

Sub Bidang Keadaan Darurat

2100 | Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak.

gy Gy an
w

3| 00 | Keadaan Mendesak

(Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

= (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :
Pembangunan, atau

Rehabilitasi, atau Peningkatan, atan Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiay aan

Kode Rekenin 2
- Uraian
a|blec d
4 PENDAPATAN
411 Pendapatan Asli Desa
111 I Hasil Usaha
4 1 1 01 Dagi Iasil DUMDcs
4 1 I | 90- Lain-lain
Ys
41112 Hasil Aset
411 12] 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa
b 1 2 02 Tambatan Perahu
b1 12|03 Pasar Desa
4 112 04 Tempat Pemandian Umum
| | 2 05 Jaringan Irigasi Desa
P11 2] 06 Pelelangan Ikan Milik Desa
4111207 Kios Milik Desa
4 (1] 2] 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik
Desa
4111219 Lain-lain
99
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4 1| 3] 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong
bl L[ 3|90 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
f)q
0] 4 Lain-lain Pencapatan Asli Desa
4 1 4 | 01 Hasil Pungutan Desa
4 1 4 90- Lain-lain
99
b 2 Transfer
+ | 2 1 Duna Desa
4 | 2 L 01 Dana Desa
4|22 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten / kota
4 (2120l Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah
Kabupaten / kota
2] 3 Alokasi Dana Desa
R e 3 01 Alokasi Dana Dcsa
bl 2 I Bantuan Keuangan Provinsi
1214 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi




412 1] 4 | 90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
99
1209 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
41215 |01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
40215190 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
99 Kabupaten /Kota
413 Pendapatan Lain-lain
41311 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4|3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4 1312 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketipa
4131201 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketipa
4133 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di
Desa
4131301 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi
di Desa
413 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
41314 0l Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun angparan
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa
pada tahun anggaran berjalan
4 {315 ] 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
schelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
Desa pada tahun anggaran berjalan
413106 Bunga Bank
3 6] o0l Bunga Bank
41319 Lain-lain pendapatan Desa yang sah
413|990 Lain-lain pendapatan Desa yvang sah
Yy
3 BELANJA
a1 Belanja Pegawai
5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
111101 Penghasilan Tetap Kepala Desa
111 (02 Tunjangan Kepala Desa
5 1 1 | 90- Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
99
5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
|11 2] 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
o111 2] 02 Tunjangan Perangkat Desa
5 1121 90- Penerimaan Lain Perangkat Desa vang Sah
99
) 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
911|310l Jaminan Kesehatan Kepala Desa
3 1 3 | vz Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5 1 3 03 Jaminan Ketenagalkerjaan Kepala Desa
S 1] 3] 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
4] 1 4 Tunjangan BPD
o (1] 4]0l Tunjangan Kedudukan BPD
5] 114 02 Tunjangan Kinerja BPD
9 2 Belanja Barang dan Jasa
31211 Belanja Barang Perlengkapan
5|2 1 | 01 ) o ﬁelmi_ia Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
512 1 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
512103 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah
Tanpea/Peralalan dan Balian Kebersihian
S| 21| o4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas /Isi Ulang Tabung

Pemadaim Kebakaran




5|2 | 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Relanja
Barang Cetak dan Penggandaan
5|2 1| 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi
{Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5 L | 07 Belanja Bahan/Material
3 2 1| o8 Belanja Bendera/ Umbul-umbul/Spanduk
5172 I 09 Relanja Pakaian Ninas /Seragam [Atribt
S 1211 10 Belanja Obat-obatan
a2 1 11 Belanja Pukan Hewan/Tkan, Obat-obatan Hewan
31211 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
51201190 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
99
S |21 2 Belanja Jasa Honorarium
o 121201 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan
Kepiatan
Jl2]12]02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum
Desa/Operator
s |2)12|03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
3 (2] 2| 04 Belanja Jasa Honorarium
Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
o2 2] 05 Delanja Jasa [Tonorarium Petugas
5121 2|90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
99
21213 Belanja Perjalanan Dinas
212 |3 | 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
S |21 3] 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten /Kota
2l 23] 03 Bclauija Kursus/Pelatihan o
5021 4 Belanja Jasa Sewa
2121 4|01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5124 02 Delanja Jasa Scwa Peralatan / Perlengkapan
2121403 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
3121 4|90 Belanja Jasa Sewa Lainnya
99
31219 Belanja Operaslonal Perkantoran
51215 |01 Belanja Jasa Langganan Listrik
5125 |02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih
S 121503 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
D215 ] 04 Belanja Jasa Langganan Telepon
512 5| 05 Belanja Jasa Langganan Internet
S 21 5] 006 Belanja Jasa Kurir/Pos / Giro
a2 ]5| 07 Belanja Jasa Perpanjangan ljin/Pajak
2 (2|5 |90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
99
91216 Belanja Pemeliharaan
S |2]6] 0 Belanja Pemeltharaan Mesin dan Peralatan Berat
5121602 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
512|603 Belanja Pemeliharaan Peralatan
5|12 6|04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
91211605 Belanja Pemeliharaan Jalan
bl 2| o| o Helanja Pemeliharaan Jembatan
o 21607 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran
Sungai/ Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah,
Persampahan, dll)
5| 2 0| 08 Belanju Pemcelibaraan Jaringan dan Instalasi (List ik,
Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5121 6| 90- Belanja Pemeliharaan Lainnya

99




o[ 2|7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat
S|2(7 ] 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke
masvyarakat
a2 (702 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan
bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
o |27 |03 Belanja Bantuan Bangunan vang diserahkan ke
masvyarakat
2|27 | 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
o |2 17|05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan /Ikan
3127 |90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
99 Masyarakat Lainnya
313 Belanja Mocdal
3 | 3 1 Belanja Modal Pengacdaan Tanah
S 13| 1]|01 Belanja Moclal Pembebasan/Pembelian Tanah
b3 1| w2 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
513103 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
Tanal
53] 1] 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
S 13 1| 90- Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
99
a | 32 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
3|32 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
532102 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
S13]1 203 Belanja Modal Peralatan Komputer
313|204 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori
Ruangan
3131 2 o Belanja Modal Peralatan Dapur
O 132|006 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
313 ]2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
513208 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
9|13 2|09 Belanja Modal Peralatan khusus
Pertanian/Perikanan/Peternakan
o132 10 Belanja Modal Mesin
J 2 ] 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5 [ 3| 2 | 90 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
99 Lainnya
S 1313 Relanja Modal Kendaraan
o330l Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan
S13]3]02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
3131303 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
51313 ]88 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
9 | 3] 3| 90- Belanja Modal Kendaraan Lainnya
99
59|13 1| 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
513 |4]01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
S ]|131] 4] 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5134103 Belanja Modal Bahan Baku
513 (4|04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 | 3|5 Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan
513501 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5135 |02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
9|39 |03 Belanja Modal Bahan Baku
S 13| 5|04 Belanja Modal Sewa Peralatan
51316 Belanja Modal Jembatan




5|3 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5913 | 6] 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
513|603 Belanja Madal Bahan Baku
5136 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
913 |7 Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air
Limbah /Persampahan
513|701 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
913 | 7] 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
513 | 7|03 Belanja Medal Bahan Baku
513 | 7| 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
S |38 Belanja Modal Jaringan /Instalasi
513801 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
513 |8 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
513|803 Belanja Modal Bahan Baku
513|804 Belanja Modal Sewa Peralatan
31319 Belanja Modal lainnya
139 01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
21 3|9 02 Belanja Modal kKhusus Olahiraga
513|903 Belanja Modal khusus
Kesenian/Kebudayaan / keagamaan
S 13191 04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
31319 05 Belanja Modal Hewan
5131990 Relanja Maodal Lainnya
99
514 Belanja Tak
Terduga

514 |1 Belanja Tak Terduga
14| 1] 0l Belanja Tak Terduga
0 PEMBIAYAAN

1 Penerimaan Pembiayaan

| | SILPA Tahun Sebelumya
o |1 1| 01 SILPA Tahun Sebelumnya
6|11 |2 Pencairan Dana Cadangan
611 ]|2] 01 Pencairan Dana Cadangan
o113 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
o |1 | 3] 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6|19 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6|1 | 9]90- Penerimaan Pembiayaan Lainnya

99

o | 2 Pengeluaran Pembiayaan
6| 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

211] 01 Pembentukan Dana Cadangan

2|2 Penyertaan Modal Desa

212 0l Penyertaan Modal Desa

219 Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6| 2] 9]| 90

99

Pengeluaran Pembiayaan lainnya




B. Format Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Penyusunan APB Desa

MATERI MUATAN
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Materi muatan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Desa paling
sedikit memuat:

A.

Sinkronisasi  Kebijakan Pemerintah  Dacrah  Kabupaten  dengan

kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana
Desa.

. Prinsip Penyusunan APB Desa

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan

dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa
berdasarkan bidang dan kewenangannya;

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

3.Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih

tinggi dan peraturan daerah lainnya; dIl.

o Ul

Kebijakan Penyusunan APB Desa

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam
perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, terkait
dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kegiatan yang direncanakan;

2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap kegiatan;

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

. Teknis Penyusunan APB Desa

Menguraikan tentang:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait
waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.



2. Substansi APB Desa
APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-
masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang
direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiavaan.

a.

b.

3 L
a

b.

Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran

berkenaan merupakan perkiraan vang terukur secara rasional dan

memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu

dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus

diperhatikan, vang meliputi:

(1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari
transfer; dan

(2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

Belanja

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan
pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu
kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa vang
ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman
penyusunan APB Desa sccara rinci menguraikan hal-hal yang harus
diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi
helanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan
bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan
dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat
kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar
satuan harga vang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten
sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang
lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang
kuat.

. Pembiayaan Desa

Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinei hal-hal

vang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi

pembiayaan, yang meliputi:

(1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana
cadangan; dan

(2) Pengeluaran  pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan
penganggaran dana cadangan.

ara mengisi format APB Desa

. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang
dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa
selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi
ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian
objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam
penjabaran APB Desa.

. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang
dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran
pembiavaan vang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa
yang masing-masing diuraikan menumt kelompok, jenis, dan objek,



pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan
dalam penjabaran APB Desa.

L. Ilal-hal Khusus Lainnya

Mengnraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan APB Desa, diantaranya:

1L

4 )

A

Penekanan terhadap pelaksanaan keglatan yang diutamakan dilakukan
melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari
wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan Kerja, dan
pemberdayaan masyarakat setempat.

Kebijakan kabupaten/kota.



C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

KABUPATEN.................. (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....;

s waeEs dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)



MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:
gall | gt

1. Pendapatan Desa Rp. oo,
2. Belanja Desa B s s
Surplus / Defisit Rp.viiiiii,

3. Pembiayaan Desa
a Penerimaan Pembiayaan Rp. ... .
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp...............
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp....oooiinnn

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia,
¢. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d.daftar kegiatan yang bclum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan Kkeglatan untuk
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah ~ Desa  dapat  melakukan  kegiatan
penanggulangan bencana, Kkeadaan darurat, dan
mendesak vang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa.

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sehelimnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh



kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial, dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalamn hal terjadi:

d. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada taln berjalan,

e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja, dan

f. kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menvebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APD Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Denjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BI'D.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
....(Nama Desa).

Ditetapkan di ....osn
pada tanggal .........cccccnnnn.

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan

NAMA

Dinndangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN

C.2. Format APB Desa PERATURAN DESA.........
NOMOR......... TAHUN................
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

Contoh:
KODE REKE G URAIA ANGGARAN SUMBER
{ODE NIN RAIAN Rp. DANA
1 2 3 4 o
alb|lclalhb
4 PENDAPATAN
4 1 | PADesa
4 2 | Transfer

4 3 | Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

S BELANJA
1 Penyclenggaraan Pemerintahan Desa
1 ! Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1] 1 ]0l Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kepala Desa

1] 1 ]01]5 | 1 |BelanjaPegawai

L] 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan

1 3 |0l Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga, dll)

1 310115 | 2 |Belanja Barang dan Jasa

2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

2 1 Pendidikan

211 |05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan

Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/Sanggar Belajar

2 I {05 ] 5 | 3 |Belanja Modal

9 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak

5 1 Penanggnlangan Rencana
§ | 1 5 | 4 | Belanja Tak Terduga

) 1 Kcadaan Darurat

5| 1 5 | 4 |Belanja Tak Terduga




dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /{DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN

0 1 | Pener aan Pembiayaan

6 | 2 |Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMRIAYAAN

Kepala Desa, .....coooovviaennn

Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 1

Kolom 5

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bicang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
dils1 berdasarkan klasiflicas | ekonoml terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.
< Bagian Belanja diisi
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
Ragian Pembiayaan diist
a. Pembiayaan,
b, Kelompok pembiayaan,
diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam
kegiatan (kolom 1.¢) terkait




D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor....... TR e tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran

B wonsin dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa | 4
b. Transfer RD\cxenssnmssinavin
c. Lain-lain Pendapatan yang sah R

Jumlah Pendapatan | 54 e DO

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa |24 JOUUUURI

b. Bidang Pembangunan | 2 TN
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP.iiiiiiiiinnanens
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rpssessvosvasssssmes

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa Rp




Jumlah Belanja RPueiiieiiinneeee

Surplus/(Defisit) RD..coiwvininsnansss
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan RP.ceoruersnnanmnass
b. Pengeluaran Pembiayaan Bithm ey
Selisih Pembiayaan (a—"b ) = » RN
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
........ (Nama Desa)

Ditetapkan di ....cccccevevueenees
pada tanggal ..............cee
KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



D.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA........
NOMOR......... TAHUN..c.vevvuensnns

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh

KODE REKENING

PEMERINTAH DESA.. ...
TAHUN ANGGARAN.. ...

URAIAN

KELUARAN/OUTPU
T

VOLUME | SATUAN

ANGG
ARAN

SUM
BER
DAN

]

4 5

a

b

(]

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

2 sl & ]2
-

—
—

<Obyek
Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

w| | 2] b

Penerimaan dari
Hasil Kerjasama
Antar Desa

<Obyek
Pendapatan>

dst...

JUMLAH
PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa




Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan
dan Operasional

Pemerintahan Desa

01

Penyediaan
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
Kepala Desa

01

Belanja Pegawali

01

Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala
Desa

01

o

<Rincian Obyek
Belanja>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan
administrasi umum
dan kependndukan
(Surat
Pengantar/Pelayana
n KTP, Kartu
Keluarga, dll)

01

8O

Belanja Barang dan
Jasa

01

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian Obyek
Belanja>

Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Pendidikan

(SN B SN

05

Pembangunan/Reha
bilitasi/ Peningkatan
Sarana Prasarana
Perpustakaan/Tama
n Bacaan
Desa/Sanggar
Belajar

05

o

Belanja Modal

b B

05

(5]

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

[ |

(5]

<Rincian Obyek
Belanja>

Penanggulangan
RBencana, Keadaan
Darurat dan
Mendesak

Penanggulangan
Bencana




Penanggulangan
Bencana

1 |00

Belanja Tak Terduga

[#21 9}
—

00 00

Belanja Tak Terduga

wm]| L An

9]
ok

00

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS
/(DEFISIT)

0

PEMBIAYAAN

Penerimaan
Pembiayaan

SiLPA Tahun
Sebelumnya

611|111

SiLPA Tahun
Sebelumnva

6|2

Pengeluaran
Pembiayaan

Pembentukan Dana
Cadangan

Pembentukan Dana
Cadangan

dst

SELISIH
PEMBIAYAAN

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang

Kegiatan:
a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

20

Kepala Desa,

Kolom2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,

Belanja dan
Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:




Kolom 3

Kolom 4

Kolom 9

Kolom 6

Kolom 7

a. Pendapatan:
h. kelompok pendapatan:

c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan
Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis
kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan,
b. kelompok pembiayaan, dan
c. jenis pembiayaan
Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri
ini
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume
(jumlah)
input pada rincian obyek belanja
(Kolom 2.d)
Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ila) kegiatan dan satuan
(paket, unit)
input paca rincian obyek belanja
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang
ditetapkan

Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan
(kolom 1.¢) terkait



E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

L.

L)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud darl
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa vang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagal acuan
Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan panduan ini, vaitu:

1. Maksud

S

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiavai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa vang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.
. Tujuan Umum

Panduan ini bertwjuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota
dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan

“

penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi



terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi
penvusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa vang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi
a. Langkah-langkah vang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:

1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten/ Kota ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB  Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh
Bupati/Walikota.

2) Tim Evalnasi APB Nesa sebagaimana dimaksud huruf a, terdir dari:

a) Ketua . Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota
b) Sekretaris . Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau
sebutan lainnya

b) Anggota . SKPD terkait

3) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati/Walikota dapat
mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada
camat atau sebutan lainnya.

Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat,
selanjutnya  Bupati/Walikota — menerbitkan  Surat Keputusan
Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pernbahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya
Camal membentuk Tim Evaluasi, vang terdirt dari:

a) Ketua - Camat
b) Sekretarls . Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
¢) Anggota . Unpsur pemcrintah  kccamatan  dan  UIT

Kecamatan terkait

5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan
evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APD Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota.



b. Dokumen Evaluasi

1)

2)

Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati
bersama BPD; dan/atau

b) Rancangan Peratwan Desa tentang Porubahan APB Desa yang telah
disepakati bersama BPD.

Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musvawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah; atau

- Keputusan Musvawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa),

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

- Dokumen vang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana
cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa
kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan  Bupati/Walikota tentang Daftar  Kewenangan
herdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa

- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokal berskal desa

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di
Desa

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Desa

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Ilasil Pajak dan Retribusi
Daerah

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota
vang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Naerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daeral

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, vaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
1) Evaluasi administrasi dan legalitas mencliti beberapa hal schagal

berikut:
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

b) Kepatuhan atas penvajian informasi dalam Rancangan peraturan
vang akan dievaluasi;

¢) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan vang akan dievaluasi;

d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;,



2) Langkah-langkah evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi,

b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelenglkapan lampiran
semua dokumen;

o) Langlkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomeor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen;

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal pcnyampalan scmua dokumen
dengan ketentuan vang berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokumen;

¢) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d
4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali
setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesal melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim
Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Bupati/Walikota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
tcrhadap Rancangan Deraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada
pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE)
tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

(a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan

(b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan
kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau
sehutan lainnya; dan

b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.



Lembar Evaluasi APE Desa

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa
Kesesuaian
Aspeld/ Komponen Perilesa Alat Verifikasi Keterangan
Mo. Ya | Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah
diterima dari Desa secara lenglkap
1.2 |Apakah pengajuan Rancangan Perdes Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
tentang APB Desa atau Rancangan Perdes BPD Pembahasan dan disepakati bersama. Perdes
tentang Perubaham APE Desa dila lkukan Penyepakatan Perdes tentang APE | tentang APB Desa/Perdes tentang
tepat walktu Desa/Perubahan APB Desa (lihat | Perubahan APB Desa harus
tanggal lkeputusan) diajukan kepada Bupati/ Walikota
atau camat untul dievaluasi
1.3 |Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan Permendclagri

Perdes tentang APB Desa/ Rancangan
Perdes tentang Perubaham APE Desa

BPFD Pembahasan dan
Penvepakatan Perdes tentang APE
Desa/Perubahan APB Desa

mengenai BRD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:




3]

Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

Umuim

e

Apakah Rancangan Perdes tentang
APBDes /Perubahan APB Desa disusun
berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan
tahun berlenaan

RKP Desa atau RKP Perubahan
tahun berkenaan

™

Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sestai dengan peraturan Perunedang-
undangan

wJ

Pendapatan

Apakah estimasi pendapatan rasional dan
realistis

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa
rasional dan realistis, serta didapatkan
secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

Perdes terkait PAD esa (misal
Perdes tentang Pungutan, dllj

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Dana Transfer rasional dan
realistis

Belanja

[
228 =

Apakah penempatan pos Belanja telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

&)
o8

(Sa}

Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai
dengan Kewenangan Desa

Perbup/ Perwal tentang Daftar
Inventaris Kewenangan Desa

)

Cd

Apakah ada program/ kegiatan yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
(multivears)

I3

w

Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam
APB Desa paling banyak 30% dipergunakan
untulk:

1. siltap dan tunjansan Kades dan perangkat




Desa;

2. operasional pemerin tahan Desa:

3. tunjangan dan operasional BPD

4 insentil rukun tetangoa dan ruloun warga,

Peraturan Bupati tentang ADD

pos penerimaan pembiavaan terdapat SilPA
tahun angearan sebelumnya

2. 3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk
Kepala Desa dan Perangkat Desa sesual yang atau Perbup tentang Penetapan
ditetapkan dalam peraturan Siltap Kepala Desa dan Peranglkat
Bupati/Walikota Desa

2 3.6 | Besaran Tunjangan dan Qperasional untuk Peraturan Bupati tentang ARD
Anggota BPD, serta insentif RT/RW atau Perbup tentang Penetapan
dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Siltap Kepala Desa dan Perangkat
peraturan Bupati/ Walikota Desa

2. 3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan Standar Harga vang ditetapkan
dihasillkkan logis karena telah Kabupaten/ Kota
memperhitungkan tingkat kemahalan dan
ceoorafis (Standar Harga)

2.4 Pembiavaan

2. 4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2. 4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk pembentukan Dana Cadangan

2 <+ 3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Peraturan Desa tentang Dana
ditetapkan dengan Peraturan Desa Cadangan

2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk penvertaan modal pada BUMDes

2.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, Peraturan Desa tentang
telah sesuai dengan peraturan perundang- Pembentukan BUMDes dan hasil
undangan dan ditetaplkan melalui analisa kelayakan usaha
Peraturan Desa dan memenuhi nilai
kelavakan usaha

2.<4.6 | Pada evaluasi Perubahan APE Desa, paca




Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah
SilPA tahun sebelumnya telah digunakan
seluruhnya.

&
g
~]

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal:
I Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yvang tidale sesuai):
o Untuk disetujui Bupati Mama

¢ Untuk Diperbaiki Desa Jabatan



F.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN.................. (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun

Anggaran ....;
Mengingat L me .
. S é
G PR, dan seterusnya,;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula
berjumlah Rp....... ORI, ), bertambah/berkurang sejumlah
Rp....... - (lossisivszans ) sehingga menjadi  Rp.......... IR e ) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

a. semula - RN

b. bertambah /(berkurang) RY..... o

Jumlah pendapatan sctelah perubahan 7 ——



2. Belanja Desa

a. semula RpP.iiiiiiiinnnnnn.
b. bertambah/(berkurang) Rbsinmsmsmppas
Jumlah belanja setelah perubahan 2 S———
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Bisssapesveens
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula R ssvsmumveniasveis
b. Bertambah /(berkurang) Bz

Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp....................
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rfissisusvmasminiss

b. Bertambah /(berkurang)

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a—-b ) Rp...................

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di .....ccveerreneanee
pada tanggal ........cccceeeennn

KEPALA DESA (Nama Desal)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



F.2. Format Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA

NOMOR....... TAHUN . counus
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAII DESA. ...........
TAHUN ANGGARAN. ............
Contoh:
SEMULA MENJADI BERTA
KODE REKENING | URAIA | ANGGARA ANGGARA | MEAH/ | SUMBER DANA
URAIAN (RERKU
N N (Rp.) N(Rp) | RANG)
1 2 3 4 5 6 7 8
a|bilclalb
......... 20.....
Kepala Desa, .......un..
(omerers e

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan

klasifikasi bidang keglatan

Kolom 2  diisi dengan kode rekening
berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uralan
sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan

anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian
setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan

anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah
anggaran vang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber

dana




G.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN ................ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN ......ccoviiiinnnnn. DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka

perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama
Desa) Tahun Anggaran ...... :

Mengingat Y ;
. (R :
3. .....dan seterusnya,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... semula berjumlah Rp..ccoouy- [oeseeossnimnizsa)i
bertambah /berkurang sejumlah Rp....... )" fesasnamnes ) sehingga
menjadi Rp::.csowss ] [— ) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula | O

b. Bertambah/(berkurang) Rpiveeeeiiiiinnnnnns

Jumlah PADesa setelah perubahan  Rp...........ooovs




1.2. Transfer

a. Semula Rp.oii
b. Bertambah/ (berkurang) B e pngs
Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan L .

1.3. Lain-lain Pendapatan yangsah

a. Semula B cosinemmonns i
b. Bertambah/ (berkurang) 4
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelali perubahan R s s ssancna v

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp.............

2.Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula
b. Bertambah / (berkurang)
Jumlah setelah perubahan
2.2. Bidang Pembangunan
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah setelah perubahan
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah setelah perubahan
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a Serula
h. Bertambah/ (berkurang) T
Jumlah sctclah perubahan  Rp..n
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesalk Desa

a. Semula Rp.iiiii

h. Bertambah/(berkurang) Rp —
Jumlah setelah perubahan  Rp..............
Jumlah Belanja setelah perubahan 235 TR
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan By

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula 1
b. Bertambah/(berkurang) |
Jumlah setelah perubahan Rp..ooei,

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Scmula RpPuennonnns vosss
b. Bertambah/(berkurang) Bl oessiiins
Jumlah setelal perubahian 37 SE——

Selisih Pembiayaan setelah perubahan — Rpo.....on

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.



Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa vang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di .........c..ecve
pada tanggal ...

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal .

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



5.2, Foimat Perdakearan Perubahian dnggarin Perdapat danBelania Desa

PENMBARAN PERUBAHAN AHGGARAN PENDAPATAN Daly BEL AN DESH

LAMPIRAN

PERATURANDESA
TARHUN

NOMOR_
TENTANG

PENJABARAN PESLUSAHAN ANGEARAN

PEMERINT A DESA
TAHLUIN ANG GARAN .
' = Pl
KODE REKENNG pm— WELUAEANCIUTEUT | ANGLARAN | LIRAAN KEL UARANIOUTEUT ANGGARAN zif mm-u'] SUMBER DANA
VOLUME | SATUAN o) VOLUME | SATUAN (Fip) PERKLIRARG
1 Z 3 B 5 5
s bl cja|bl el d
KapalaDesa. ..
S|

Cara pengisian
Kolom 1 diesi dengan kode rekening berdasarkan Masiikan bidang begiar an
Kelsm 2 : das dengsn kode tekerng baidsisksn Hadlikasi ebonaam

Kelom 3 das dengan sekandy uisian kehiarandoupes, dan anggaran sebehim perubahan

Kolom @  disi dengan sehandy utaan_keluaranloups getalab perababuan
Kolom S disi dengan besaran jurmlak anggaran vang berilah
Kolom B« das: dengan sumber dana




H. Format DPA

H.1. Format Rencana Kegiatan dan

Anggaran
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN®
TAFUN ANGEARAIN ..o oo nm bl LS bt 5w i Eaas e
DESA
KABUPATEN
PROVINSI
ANGGARAN REINCANA PINARIKAN ANGGARAN IRI)]
KODE REKENING URAIAN Jumla | =" _ 1
; mbe | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop HIRp)
hiRpl . - $
| 2 3 4 D i -

alblclal]lb]c

Penvelengzaraan
Pemerintahan
Desa

Penyelengzaraan
Belanja
Penghasilan
Tetap, Tunjangan
dan Opercsional
Pemerintahan
Desa

1 ] 01

Penyediaan
Penghasilan
Tetap dan
Tunjangan
Kepala Desa




01

Belanja Pegawai

01

Penghasilan
Tetap &
Tunjangan
Kepala Desa

o

<Rincian O brek
Belanja=>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistilk dan
Kecrsipan

Pelavanan
administrasi
umum dan
kependudukan
(Surat
Pengantar/Pzlaya
nan KTP, Kartu
Kelaarga, dlli

]

Belanja Barang
dar Jasa

01

4]

]

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian O byek
Belanja=>

Pelalkksanaan
Pembangunan
Desa

Pendidikan




PembangunanR
ehabilitasi/Perin
gkatan Sarana
Prasarana
Perpusta kaan /Ta
man Bacaan
Desa /Sanggar
Belajar

2

o

Belanja Modal

b3

)|

(&%)

Belanja KModal
Gedung dan
Baagunan

05

Lis

<Rmncian O byex
Eelanja>

Penanggulangen
Bencana,
Keadaan Darurat
dan Mendesal

Penanggulangen
Bencana

00

Penanggulangsn

S5

Bencana

Belanja Tak
Terduea

0o

Belanja Tak
Terduga

0o

0o

Belanja Tak
Terduga




Eaur/Kasi. .........

D iverifikasi ol=h:

Sekretaris Desa,

D setujui
(o s sdivnia dsindi s § ipEEERES G paErsaraTssen] oleh:
Kepala
Desa,
5
Cara pengisian:
Kolom 1.2 3, 4 dan 5 ~ ciisi sebzgaimana yang tercan tuum dalam Penjabzran AFEB Desa sesuai tuzas vang dilaksanakan cleh masing-masing
© EKaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran h
Kolom 6 ~ ciisi rencana penarikan znggarar untulk pelaksanaan kegiatan olzh masing-mas:ng Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan

Anggaran yang diajukan kepada aur Keuangan
calam setiap periode / bulan dalam baris enis, objek, dan
rincian objek belanja
Kolom 7 ~ ciisi rencana jurrlah penarikan anggaran untuk masing-
* masing kegiatan




H D Fotmat Fercans KeaFegatanDezs

FENCANAKERUA KEGIATANDESA
TAHUN -

[HESA

FECAMATAN

MABUPATEN

PROVING

Saimtan skt Pelabsanasn Ballidizin Tim pang

= i s i (Ro} frimerieh el ah s afiak s
No il e e el Juarviaby labi-labs | Peempuan| A-RTM Duan Pl Solesw n,,”w LB nhegiater

1 2 3 b S & 7 8 3 o " z 5] - 5 16 o s 13

HepalaDesa Sektetais Desa.

Pleter ang an.
" retiaabkoan dokumen S Bhamn Yang chituzun 1 s Defmalfunsn FFP Uens




H. Format DPA
H.3. Format Rencana Anggaran

Biaya (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BESA. i iisssissvsamii TICRNIRTAN, o vsisnon wn ivi
TAHUN ARGGABRRN, ..cvcmmmmammmomcmmamorss
Bidang
Sub Bidang
Kegiatan = .

Waktn Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH
(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5
JUMLAH
(Rp.]

....................... : o

Disetujui
Kepala Desa Bt DEmh o cninasunmons s
[saweimasonim vy ) RS Y, |

Cara pengisian :

1. Bidangdiisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai
dengan APB Desa

sestal APB Desa

Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening
sesuai APB Desa

4. kolom 1 : diisi dengan

nomor urtt

kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam
keglatan.

6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang

o

=]

membayar
orang/barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan

kolom 4

Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening

kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk



Formnt DFPFA

i
.1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Ferubaban

RENCANA KEGIATAN D
TAHUN ANGGARAN

B R AN

LT M

NGGARAN PERUBAHAN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Comntoh
KODE REKENING URALAN SEMULA MENJADI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rg) J g
ANGGARAN ANGGARAN (Rp)
J‘f‘:lp?h Suaber ‘I":';:‘n Sumbes | | g | Mar | apr | Mei | Jus | Jul | Agt | Sep | Ot | Nop | Des
i 2 3 4 5 ) T B 5
alolc|alblcid
i Penvelengzaramn
' Pemarintaian Desa
1)1 Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap.
Tunjangandan Operasional
Pemenntaian Desa
t]1fol Penyediasn Penghasilan
Tetag dan funjangan
Kzpala Desa
ERCHEAR! Balanja Pesawsi
tfrforjs|1 |1 Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala Diesa
TTiToi(5] 1|1 |<Rmcian Obrek Belanja»
113 Administras
Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Statisuk dan
Kearsipan
1 3ol Pelayanan adounistras:
Lt das kependudikan |
[Susat i
Pengantas/Pelayanmn KTF, |
Hartu Eeluarga, dl) i
N ENCEIER R Belania Barang dan Jasa
1j3fo1js|212 Belange Jasa Honorarnum
= Raarian Chrek Belnajar




L5

Pelaksanaan Pembangunan

Desa
213 [Pendidian__ F R S | - )
2103 Fembangunan/ Rehabilitas: T
[ Peningkatan Sarassa
Prasarana Perpustalcann/

Taman Bacaan
Desa/ Sangger Balajars

211(05[3 13 Ealanja Modal
B ERERE Belmnja Modal Gedung dan
An

1 {1fo5)]5 (213 _|<Rincian Obyek Belanija>

5 Penangpulangan Bancana,
Keadaan Darurat dan
Mendesak

a4l Fenangmulangan Bencana

51005 | = 1 Bencana

slrfoofjs |4 Belarya Tak Tarduga

sj:foofls [<[00 Belanja Tak Terduga

s 11 jool s |4 loolo0]|Belania Tak Terduga

Kaur/Kest

Divenifikas: oleh
Se¥ratans Desa,

Disetuyw oleh,
Kepala Dasa,




J Format Rencann Anggaran Kas Desa

RENCANA ANGGARAN RKAS DESA
TAHUN ANGGARAN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Contch
KODE REKENING URATAN ANGGARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.| JUMILAH
N (Rp/ Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des (Rp)
1 2 3 4 5 6
alblclalble]d
4 FPEMNDAPATAN
1t PADesa
«j1]1 Hasil usaha
$j1]1].. |xCbyrek Pendapatans
212 Transier
s12tl Dana Desa
213 Pendapatan lan-lain
4131 Penermnann dars Has:d
Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketiga
4]32]1]. |«Obyek Pendapatarns
dst. .
JUMLAE PENDAFPATAN
3 BELANJA
1 Fanpvelenpgaraan Pemeritalian
Desa
1]12 Fenyslenggaraan Belanja
Penghasiian Tetap. Tunjangan
dan Opermsional Pemenninhan
Desa
110! Penvecdiamn Penghasilan Tetag
oL L p ] e Tuamngan KepalaDesa | ]l L




01

- -

Eelana Pegawns

o e

=y

0l

w Ul;

[y -

Penghasiian Tetap X
Tumjangan Kepala Desa

01

w

<Rincian Obyek Balanja>

o | em

Administras: Kependudukan,
Pencatatan Sipsl. Statstik dan
Kearsipan

=

01

Pelayanan admirnsiras: umum
dan kependudukan (Surat
Pemgnn:ar,r‘ Pelayanen KTP,
Kartu Keluarga, 4l

01

(5]

Selania Barang dan Jasa

Q1

L in

Eelana Jasa Homoranum

<Rancan Cbyek Belanya>

L&)

Pelaksanaan Pernbangunan
Desa

Feadidikan

LSS

v f wee

Pembangunan/ Rehabilitas:/Pe
ainghkatan Sarana Prasarana
Perpustakm/ Taman Bacaan
Desa/Sangger Belajar

i

Belanya Modal

L] L

vor | pe

Ut

Selana Modal Gedung dan.
angnan

[

w

<Rancan Obyek Belanm»

LAY

Penazgpilangan Seacana,
Keadaan Darurat dan
Mendesal

Bencana

U

Penan, Eencana

Bl 4

Belanja Tak Terduga

Belana Tak Terdugn

LR R BT

g|8|8|8

g un

b= | &=

g8

Belama Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURFLUS /{DEF13IT)

PEMBIAYAAN

|Penerimaan Pembiavaas |




S:1LPA Tahun Ssbelumanva

=t |

1 |1 |S51LPA Tahun Sebelumnza

Pangeluaran Pembiavaan

< B~ L [

ST RIS

1 Pembentulkan Dana
Cadangan

]

LoV

2 | 1 [Pembentukan Dana
Cadangan

dst

SELISIE PLMIIAYAAN

Tumish Total Pensrunasn

Jumlah Total Pengeluaran

Sebsih Penerumaan dan

Diverifikasi cleh:

Sewuretaris Dess,

Cara pangsian
Kolom 1, 2, 3.
Kolom 5

Kolom &

o

Kaur Keuangan,

) Dizetizjui oleh:
Kepstam Dess,

dizst sesua: dengan Penjabaran APB Desa

dust dengan
- Pendapatan dus: sesuas rencana waktu penenmaan pendapatan bak yang berasal dan informms: resmi maupun estimass wakia
- Belanja diisi sesua: rencana pengsiuaran berdasarian DPA yang diajukan oleh Kaur/Kas: Pelaksana Kegatan Anggaran maupun rencans pengs

pengahas:lan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Daza

luaran

- Pembsayann dus: sesuss rencana penenmaan dan pengeluaran pembaraan
dissi jamlan penenmaan dan pengeluaran MASINE MASINE 1tem




K. Format Buku Pembantu

Kegiatan
K.1. Buku Kas Pembantu
Kegiatan
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA....covmesmrapiasiag KECAMATAN. ...
TAHUN ANGGARAN.. oot i ciieieeiee e
No. | Tang | Nomo Uraian Penerima | Pengeluaran (Rp) | Pengembalian | Saldo
gal r an dari ke Kas Desa Kas
Bulkti Kas Desa (Rp) (Rp.)
(Rp) Belanja | Belanja
Barang | Modal
dan
Jasa
1 2 3 4 4] ) 7 8 9
Pindahan
Jumlah dari
halaman
sebelumnya
Jumlah
Total Total Pengeluaran
Penerimaan
Total Pengeluaran + Saldo Kas
kmlr/Ka:;i.
(o,
Cara pengisian;
. diisi dengan nomor
Kolom 1 urut.
Kolom 2 - diisi dengan tanggal transaksi.
» diisi dengan nomor bukti
Kolom 3 transaksi
Kolom 4 - diisi dengan uraian transaksi.

. diist dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas
Kolom 5 Desa.

+ diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan
Kolom 8 jasa.

+ diisi dengan jenis pengeluaran belanja
Kolom 9 modal.

- diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke
Kolom 10  Kas Desa.

- diisi dengan jumlah saldo kas dalam
Kolom 11  rupiah.




K. Format Buku Pembantu

Kegiatan
K.2. Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya
Masyarakat
BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
D ES & ovieuingis ki KECAMATAN v evw o
TAHUN ANGGARAN ..o
Mama Kemdalillls ousamsuessassaesisisisis
No. | Tangg | Nomor Uraian Penerimaan Nomor | Saldo Kas
al Bukti Uang (Rp) | Barang/ Bukti (Rp.)
Tenaga | Sc¢tor
(Volume) ke Kas
Desa
1 2 3 4 5 (6] 7 8
Pindahan
Jumlah dari
halaman
sebelumnya
Jumlah
Tolal
Penerimaan
Kaur /Kasi
| TP PR T T )

Cara pengisian:

- diisi dengan nomor urut.

. diisi dengan tanggal transaksi.
» diisi dengan nomor bukd

. cliisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis

. diisi dengan jumlah nang yang

. diisi dengan volume jenis

+ diisi dengan nomer bukti setor /pemberitahuan kepada Bendahara.

- diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3 transaksi.
Kolom 4 bantuan.
Kolom 5 berikan.

Kolom 6 barang/tenaga.
Kolom 7

Kolom 8 ke Kas Desa.




L. Farmnat Laporan Perlkembangan Pelabs anaan Kegistan dan Ancgaran

LAPORAN PEAKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bl s i Tale s s
[ESA s
KECAMATAN e
KABLPATEN
PROVNGI
CJTroT — SUMEETOANA |
KOCE o Fercana Flealisasi Sampai Sast ini D:n Réc:::‘ I'La:; Ny LTi:
FIRKEING Vchume | Satian | Anaasia]  Volme  |Sauar Angaara| Capais (Desa Oesa | (Rpl
n n(Rel | ni) | [Pel (Rpl
1 2 3 4 5 3 7 3 3 ] 1 2 13 14
a clajblec|d
Jumiah
Kaufkasi
ud
Ko

Cara Pengisiany
Kelom1dan2 - dusi dengen KodeRelening
Kelom3 . diisi dengen Bidang, SubBidangdar Jenis Kegiatan sebagaimanaysng tercantum da am perjabaran AFE Deza
Kolomd | dusivoume kegiatan Lang direnc anal an
KolomS ot s auan volume,

- jembatanibangunanibarang stauvang seperis = unit

- jalandigas! diainace stau pang sejeris= M

= kegiatan ronbsik - pavet
Kelom dust junlak anggaian vang diencanakan
KelomT o disi voume kegiatan yang tereakisasi sampai dergar saatin
Kelomd o dhidi cansan volume yang terealis asi sampai dengan sast ni
Kelom3 ¢ dusi dengan pmish dana vang digunakan
Kelam 10 o disi dengan prosentase capaian <egiatan dan snggsran yang dgunakan
Felom 11 dast derigan pengguraar dana can Danas Desa ID0)
Kelom12 disl dengzn penggunaandana dun Alokas Dans Desa (ADD)
Felem13 . disi dengen pengquniaandana dan sumbet lsin zelan D0 dsn 430

Kolom 1 dici dengsn pengguna anbantuan ying idak berupa vang



M.1. Format Surat Permintaan Pembayaran
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

BESA ......oomsss sosmmmmin KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN .......ccovve
Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 2 e e e SRS A
No URAIAN PAGU PENCAIRA | PERMINTAA | JUMLAH SISA
ANGGARA | NS.D.YG N SAMPAI DANA
N LALU SEKARANG | SAAT INI
Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp,) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH
20 ......................
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa, Kaur/
Kasi...coooooviiiiininn
Disetujui untuk Telah dibayar lunas
dibavarkan
Kepala Desa, Kaur Keuangan,
) nn)

Cara pengisian:
Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
Kolom 1 : dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana
5 kegiatan.

Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana
0. kegiatan.

O s R

Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7

diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

: diisi dengan sisa anggaran.



M.2. Format Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA ...ccoeecrvusmmnnrnun e KECAMATAN (oiiviinsosnminioimimsssnians
TAHUN ANGGARAN

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan ... e R S
NO. PENERIMA ITRAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH (Rp.|

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelenglkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya.

........................................................

)
Cara pengisian:
1 Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening
sesuai APE Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode
2. relkening sesuai AFB Desa.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening
3 sesual APD Desa.

Kolom 1: diisi
dengan nomor
urut.
Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada
di bukti belanja.
Kolom 3 : diisi dengan
) uraian keperluan belanja.
kolom 4 : diisi dengan
7. jumlah belanja.
baris juimnlah diisi jumlah
8. keseliruhan.

ch B



M. Fortat Laporan Skhit Fealisazi Pelakzsnaan Kegiatan dan Arggaran

LAPCIFLAN AKHIF REALISAS] PELAK SANAAN KEGIATAN DAN ANGISARAN

Bulsr T abwar
DESA
RECAMATAN
KABILEFATEN s
PROWVINSI
Ki’jUE URALSN OUTPUT SUMBE LA
REKEMNING Rencana Flealiznei Dana | Alokasi Lain- | Bentulk
_ Desa Dana L aira Lain
Volume | Satuan |Anggaran|  Volume Saraan] Prggaran |Capaian | (Ae) | Desa (Fp)
Pp) o (Rp (kA (Rp)
1 2 3 4 5 5] 4 fs 9 10 11 12 13 4
a|lblelalble]ld
Juamfak
B VI"‘C'all;n‘l-iaSIW
tedd

Cara pengisian:
Kolam 1dan Z
Kalam 3

Folam 4

Kolom S

Folom B
Folam T
Halomg
Kolom3
Kaolam 10
Kalom 11
Folom 12
Folom 13
Foolom 13

diisi dengan Kaode Rekening
disi dengan Bidang, Sub Bidang dan Joriz Kegint an £ ebagsimanh Uang lete antufh dalam penjabaisn APB Deza
diisi valume kegiatan vang direnc anakan
diisi satuan volume:
- jembstan/sangunsnibarang stau yang 2ajariz = umit
- jalanliigasi drainase stau wang sejenis= ™
- kegiatan non fisik - paket
diici jurnlah amaoarsn vang direncanakan
diisi volume keqiatan yang tereslhis asi
dilsi satuan volume pangterealizas
diizi dengan jumish dana vang digunak an
diisi dengsn prosent age capaian kegiatan dan anggaran vang digunakan
diisi dengan penggunasn dana dari Danas Desa
diisi dengan penggunaan dana dan Alokasi Darva Desa
diizi dengan penggunaan dana dan cumbe: 13in <elain Dana Desa dan flokasiDama Desa
diizi denqgan penggunaan bantuan vana tidak berupawang




Q. Format DPAL

0.1. Rencana Kegiaan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN"

TAHUN ANGGARAN

DESA o Ao

KECAMATAN S B
KABUPATEN R i AN s RN A e
PROVINSI s ) . ‘

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISAS!] LANJUTAN
Anggaran Volhume | Jumliah Waktua Pannarilean Anggaran (Rp)
kegiata | Anggaran | Penyelesaian
n
: z J\:l;;?h Sumber pumlah (Rp o % Rp han Jan Feb Mar umiah

Diverifikas: oleh
Sekretaris Desa,

Ket Diisi untuk kegiatan vang cilajatcan says

Duasetaju: oleh
Kepala Desa,

Kaur/Easi. ..o




P BukuKas Umum

BUKLIKAS MM
DESA o
TAHUN ANGGARAN ...

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI - —
NOITG KODE REKEMING URAIAN PENEFIMAA | PENGELUAR | NOMOR JUMLAH | SAL0D

N(Fp) AR BUKTI | PENGELUARA | (Fpl

Fp) N EUMULATIF
[Bnl
112 3 4 5 B 1 8 3
1 Z
alblelalble]|d
JUMLAH|Rp. Fip. Pe. Po
Civerifikasi oleh: | "Wi'(;t;llkeuarlga:'l
Sekretaris Desa,
 — -
[ ) Disetujui oleh
Fepalalesa,
(.. o)

Carapengisian.

Kolom1 | diisidengan nomor et penelimaan atau pengeluatan

Kolom2 - diisidengan tanggal peneiimaan atau pengeluatan

Kelom3  disidengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimanatertera dalam Penjabaran AFE Desa
Kelomd - diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APE Desa
KelemS - diisi dengan jumlah rupiah peneimaan

Kolomf diisi dengan jumlah rupish pengeluaran

Kolom 7 diisidengan nomor buktitransaksi

Kolom® - diisidengan penjumlahan komulatil pengzluaran

Kolem3 :  diisidengan saldakas,




Format Buiku Pembantu Kas Umum
1. Buku Pembant: Bank

ar )

BUKU PEMEANTU BANK

DESA . weserremsrense KECABBATAN ..ocoirumsinssmrassrimmssisa:
TAHUN ANGGARAN ......

BULAX

BANK CABANG

NO. REKENING
Ne. TANGGAL | UFRAIAN | BUKTI PEMASUKAN (Rp| PENGELUARAN [Rp| SALDC

TRANGAKS! |TRANSAKS!| TRANSAK [ SETORAN | BUNGA |PENARIKAN| PAJAK | BIAYA [yl
sl BANK ADM

1 2 3 - 3 & i S 2 i0

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

TOTAL TRANSAKS! KUMULATIF

Cara pengisian :
Kolem ! : dusi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
- diist dengan tanggal ransaksi Bank.

- dizsi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengzeluaran.

: duasi dengarn bukti transaksi.

: diigi dengan pemazukan jumlah zetoran

- dits: dengan pemasukan jumlah bunga bank

Kolom 2
¥olom 3
folom 2
Kolom 5
Kolom 6

folom 7 : diizi dengan pengeluaran jumlah penartican.
Kalom 8 : diiey denzan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 : diici dengan pengeluaran biaya admumistzas.

Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

Kaur Keuanzan




Q. Format Buku Pembantu Kas Umum

Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

) Y ORI 5. | 1. ¢ o1 [P
TAHUN ANGGARAN ........
No. TANGGAL T RAIAN PEMOTONGAN | PENYETORAN | SALDO
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
JUMLAH

Cara pengisian :
. diisi dengan nomor urut pencrimaan (dari pemotongan pajak) atau

pengeluaran (dari penyetoran pajak).
. diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

- diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6

lkas.

. diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran

kas.

- diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Kaur Keuangan




Q.

Format Pembantu Buku Kas Umum
Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR

DESA oo KECAMATAN, ., siivuvicicnsimin
TAHUN ANGGARAN. ... i
No. | Tangga | Nomor | Uraian Penerima | Pemberia | Pertanggung-jawaban | Sal
I Bukti n (Rp) Panjar (Rp) do
(Rp
)
1 2 3 1 5 6 7 8

Cara pengisian:

Kolom
1
Kolom
)

Kolom
3
Kolom
q.
Kolom
5
Kolom
6}
Kolom
7
Kolom
a8

. diisi dengan nomor urut.

. diisi dengan tanggal transaksi.
- diisi dengan nomor bukti
transakst.

............

Kaur Keuangan

 diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

- diisi dengan jumlah uang yang berikan.

- diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

 diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

. diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas

Nesa




R. Format Kuitansi

Kantor Desa
Kabupaten/ Kota

<...Nama Desa...>
<, Kabupaten/Kota...»

Tanda Bukti Penegeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <.. Nama Desa...>

Uang sebesar

Sebagai pembayaran

Catatan Kenangan

Rp <..Jumlah dalam angka...>
(...Jumlah dalam huruf..
(..Jumlah dalam huruflanjutan...)

<..... Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja)......>
<......Sebutkan Tujuan Pembavaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....>
<. .Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)... >

<...Desa...», <..tgl, bln, th...»

Yang Memberi, Yang Menerima,

<,..Nama

<, Nama
Penerima...>

Pemberi..>




S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

SEMESTER PERTAMA

KODE REKENING

URAIAN

ANGGA
RAN
(Rp)

REALI
SASI

ANGG

ARAN
(Rp)

SUMBER
DANA

4

S5

d

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

NS (VAN (U I A LN B R

ol Wb B | ] b | =
—

Penerimaan dari Hasil
Kerjasama Antar Desa

LY
W
—_

. | «<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH
PENDAPATAN

a

BELANJA

Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penvelenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan
Opcrasional
Pemerintahan Desa

Penyediaan
Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala
Desa

11101511

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala
Desa




01

<Rincian Obyek
Belanja>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,

Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan administrasi
umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan
KTP. Kartu Keluarga,
cll)

w

01

(8]

Belanja Barang dan
Jasa

01

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian Obyek
Belanja>

Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Pendidikan

[N | S

05

Pembangunan /Rehabil
itasi/Peningkatan
Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/Sanggar
Belajar

05

o

Belanja Modal

(g |

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

05

()]

<Rincian Obyek
Belanja>

Penanggulangan
Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan
Bencana

00

Penanggulangan
Bencana

00

Belanja Tak Terduga

00

00

oo

00

cijor|on

00

00

Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMDBIAYAAN

Penerimaan




Pembiayaan

SiLPA Tahun
Sebelumnya

SiLPA Tahun

Sebelumnya

Pengeluaran
Pembiayaan

Pembentukan Dana
Cadangan

Pembentukan Dana
Cadangan

st

SELISIH PEMBIAYAAN

Cara pengisian:
diisi berdasarkan klasifikasi Bidang

Kolom
1

Kolom

Kolom
3
Kolom

Kegiatan.
a. bidang;

b. Sub Bidang, dan

C.
kegiatan.

..................... o By o7 | F
Kepala Dega, o

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan;

h. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:

a. belanja;

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis

kegiatan),

. obyek belanja: can

d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan;

b. Kelompok

pembiayaan; dan

c. jenis pembiayaan.
diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A

Permendagri ini)

diisi dengan jumlah anggaran yang




4

Kolom
5

Kolom
o

ditetapkan

diisi dengan realisasi anggaran yang

digunakan

diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang
digunakan dalamn Kegiatan

(kolom 1.¢) terkait



T. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
T.1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB

Desa
KEPALADESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN /KOTA........ (Nama Kabupaten /Kota)
PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PEND APATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa,

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ..... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Uesa Tabhun Anggaran ...
vang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan
pelaksanaanya,
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran ....;
Mengingat 3 TR
3. darn seterusnys. .,
Dengan Kesepakatan Bersama
ADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Dcsa)
dan
KEDPALA DESA ... (Nama Dcsa)
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN ...
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Pasal 1

Anzzaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
dengan perincian sebagal berikut:

i Pendaparan Nesa
2. Eelanja Desa
a. Bidang Penvelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan Desa
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pembercavaan Masvarakat Desa
e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa
Rp.
Juwnlah Belanja
R s
Surplus / Defisit
Rp..
3. Pembiavaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
Selisih Pembiayaan (a—-b)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan cdan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiran |
b. Lampiran (1

¢. Lampiran 1l

Laperan Keuangan,
Laporan Realisasi Keglatan Periode 01 Januari -
31 Desember Tahun Anggaran....

- Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan
berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Datetaplandi . momsimese
paca tanggal

...................

KEPALA DESA (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pacla tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMCR ...



T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRANI

PERATURAN DESA
NOMOR .....
TAHUN.....

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM

Kabupaten XYZ

Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi
halaman
I Laporan Realisasi APBDes X
[ Catatan Atas Laporan Keuangan X
A. Informasi Umum X
B. Dasar Penvajian Laporan Keuangan X
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran %
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas X
2  Pendapatan Asli Desa X
3 Dana Desa X
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah X
5 Alokasi Dana Desa X
6 Bantuan Keuangan Propinsi X
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kkota X
8 Pendapatan Lain lain X
9 Belaja Bidang Penvelenggaraan pemerintah Desa X
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa X
# Bclanja Bidang Pembinaan Kcmasyaratan Desa X
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa %
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan

# Mendesak Desa X
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi X

# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
# Pembiayaan %



# Aset Desa
# Penvertaan Modal Desa

ft

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap
Desa

Lampiran 2 = ..o

Y



1.2.a Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APE DESA
PEMERINTAH DESA ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 20x1

Ref Anggaran  Realisas: ‘:;:t::}:s/
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa c.2 faie db.oad bloie B 404 fead
Pendapatan Transier
Dana Desa C3 300 30K 300X 300X s d
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Dacrah ca o300 200800 o
Alokasi Dana Desa C.5 300K 3000 300K 3000 o
Bantuan Keuangan Propins: C.6 2000 300¢ 2008008 oot
Eantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 3008 K 300K 2R pead
Pendapatan Lamn Jan cs HEH XK 2008 00K o
JUMLAH PENDAPATAN HIOCINOK | X 0K O X300
BELANJA
Bidang Pearalenggaraan pemerintah Deca C.9 dan C15 30 0 e s ad oot
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Dess C.10dan C13 b .o o4 YRR XHX o
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11dan C15 b ool o d 3000 300K X0
Bidang Pemberdayaan Masynukat Desa C.12dan C15 20000 2000 20K xxx
Bidang Penangulangan Beacana, Keadaan Danurat C.13danCi5 o el oe s b oo dho ol oK
dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA Cc.14 HOOLIO X X XXX
SURPLUS/(DEFISIT) 200 XXX 200 300K X
PEMBIAYAAN C.15
Penernmaan Pembiayaan faiah e ad brace & o 04 p.o. 4
Pengeluaran Pembiayaan 3o 0T TN oot
PIMEIAYAAN NETTO XXX 200X pod
SILPA TAHUN BERJALAN X XXX xXxxXx

Likat Catataxs Atac Laporan Keunangan vang merupakan bagian yang tidalk terpizahlzan dari laporan keuangan



T.2b. Format Catatan Atas Laporan
Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

‘e

Informasi Umum

Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ.
Sesual dengan Keputusan Bupati No. . .....oooooove oo Tanggal oo
saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC terdiri dart:

1. Kepala Desa  XXXXX

2, Sekretaris Desa @ YYYYY

3. Bendahara Desa : ZZZZZ

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di ......................., Desa ABC,
Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ

ey

Dasar Penvajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas

dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di

Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifar
definitif

Rincian Pos Laperan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1 XXX
Mutasi Potongan FPajak
- Saldo Awal Periode Patongan Fajax vg belum

disetor ke Kas Negara XXX
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran
berjalan XXX
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun
anggaran berjalan (XXX)
- Saldo Akhir Pericde Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas
Negara XXX
Saldo Kas per 31 Desember 20x1 X XXX
2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dark:

Anggaran  Realisasi (Cebihyy

kurang

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha XXX. XXX XXX XXX XXX
b, Hasil Aset XXX. XXX XXX XXX XXX
c. Swadava, partisipasi, dan
Gotong Royong XXX. XXX KKK XXX XXX
d. Lain-lain PADes vang sah XXX.XXX XXX XXX XXX

XXX . XXX XHK. XXX XXX




s

Cana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang dipercleh dari APBN. Jumlah
penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut

Anggaran  Realisasi (l]'('fbm] !

rang
Tahap 1 XXX XXX XXX KKK XXX
Tahap 2 XXX XXX XXX.XXX XXX
XXX XXX XXX.XXX b 3.2 4

Bagian dari hasil pajak dan
Retribusi Diaerah

Penerimaan Desa vang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi
Daerah adalah sebagai beikut:

! . ebih)/

Anggaran Realisasi y )

lurang
Tahap 1 p. 6,4 8%.0.4.4 b'0 %,5. 4,84 XXX
Tahap 2 XKX. XXX XXX.XXX XXX
XXX.XXX XXX. XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX

Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa vang berasal dari Alokasi Dana Desa [ADD) adalah sebagai
beikut:

Anggaran Realisasi (ll: Ehiiy

aurang
Tahap 1 XXX.XXX XXX XXX X
Tahap 2 XXX XXX XXX KKK Xxx
XXX XXX XX XXX p .9
X . XXX XXX . XXX XXX

Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi
aclalah sebagai beikut

Anggaran  Realisasi {Labiby/
kurang
b dbiore's XXX XXX XXX
XKL XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XX XXX XXX

Bantuan Keuangan
Kabupaten /kota

Penerimaan Desa vang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
.......... adalah sebagai beiknt:

Anggaran Realisasi (Lel?%h} {
kurang
XXX XXX XXN.XKX XXX
OO XXX XXX . XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX

Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:



9.

10.

1.

12:

(Lebih) /

Anggaran Realisasi kurang

Penerimaan dari hasil kerjasama

K. XXX b 0:6.45.0.0.4 XXX
antar Desa

Penerimaan dari hasil kerjasama

Desa dengan pihak ketiga XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan dari bantuan

perusahaan yang berlokasi ci

Desa XXX, XXX XXX. XXX XXX
Hibah dan sumbangan dari pihak
ketiga XXX, XXX XXX, XXX XXX

Koreksi kesalahan belanja tahun-
tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di

kas Desa XXX XXX AKX XXX XXX
Bunga bank XXX.XXX XXX XXX XXX
Lain-lain pendapatan yang sah XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX. XXX XXX

Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
o Lebih
Anggaran Realisasi ( )/
kurang
Belanja Pegawai XXX. XXX XXX. XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX, XXX XXX. XXX XXX
Belanja Modal XXX XXX XXX XXX XXX
XXX, XXX XXX. XXX XXX
Belanja - Bidang Pembangunan
Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri darx
N Lebih)/
Anggaran  Realisasi ( }/
kurang
Belanja Barang dan Jasa XXX, XXX XXX, XXX XXX
Belanja Modal XXX, XXX XXX, XXX XXX
XXX, XXX XXX. XXX XXX

Belanja - Bidang Pembinaan
Kemasyaratan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebih)/

Kurang
Belanja Barang dan Jasa XXX, XXX XXX. XXX XXX
Belanja Modal XXX XXX XXX, XXX XXX
XXX. XXX XXX. XXX XXX

Belanja - Bidang Pemberdayaan
Masvyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:



13

14.

(Lebih);

: isasi

Anggaran Realisasi -

Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Modal RAK XXX KKK XXX XXX
XXX XX XXX XXX

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa

Selama tahun anggaran  20xl, Pemerintahan Desa melakukan
penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

Anggaran Realisasi (ILE i/
urang

A R XX XXX XXX. XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX
WX XXX WXX. XXX XXX

Belanja Desa dalam klasifikasi

ekonomi

Jumilah belanja dalamn klasifikasi ekonomi adalah sebuagai berikut

Anggaran Rcalisasi (Lebih)/
kurang

Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Kepala Desa pio.0. b 294 N NN XXH
Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Perangkat Desa XN XXX XXX, XXX XXX
Jaminan Kesehatan Kepala

Desa dan Perangkat Desa XXX XXX XXX XXX XXX
Tunjangan BPD XXX OO0 XXX XXX

XXX XXX XXX . XXX XXX

Belanja Barangz dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan

Kantor XXX XXX XXX, XXX XXX
Belanja Jasa Honorarium XXM .XMX pos 0. ¢.6.4 XXX
Belanja Operasional Aparatur

Desa XX XXX XXX. XXX XXX
Belanja Jasa Sewa XXX XXX XXX XXX XNX
Belanja Operasional

Perkantoran XX XXX XXX XXX XXX
Belanja Pemeliharaan XX IR XXX XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan

kepada
Masyarakat XN 00 XXX, XXX XXX

XXX XX XXX XXX

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan

Tanah XXX KKK KX XNX XXX
Belanja Moda! Peralatan,

Mesin, dan Alat Beral AXN.XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Kendaraan XXX XX XXX XXX
Belanja Modal Gedung dan

Bangunan XXX. XXX XXX. XXX XXX

Belanja Modal Jalan XX XXX XXX XXX XXX



Belanja Modal Jembatan
Belanja Modal

Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase

Belanja Modal

Jaringan /Instalasi
Belanja Modal Tainnya

Belanja Desa dalam klasifikasi Sub
Ridang, (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan
pemerintahan Desa

Sub Bidang Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan
Prasarana Pemerintahan Desa

Sub Bidang Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Sub Bidang Kawasan
Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan
Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika

Sub Bidang Energi dan
Sumber Dava Mineral
Sub Bidang Pariwisata

Bidang Pembinaan Kemasyaratan
Desa

Sub Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan
Pelindun gan Masyarakat

Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga

Sub Bidang Kelembagaan
Masyarakat

XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX XXX XXM XHX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX . XXX XXX
XX XXX XXX XXX XXX
N Lebih
Anggaran Realisasi ( )/
kurang
XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX.XXX XXX. XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX KXX XXX XXX KXX
XXX XXX X, XXX XXX
XXX. XXX XXX XXX XXX
XXX . XXX XXX, XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX



16.

17.

Belanja - Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan
Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan
Peternakan

Sub Bidang Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdavaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
UMEKM)

Sub Bidang Dulkungan
Penanaman Modal

Sub Bidang Perdagangan dan
Perincdustrian

Belanja - Bidang Penangulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan
Bencana

Sub Bidang Keadaan Larurat

Sub Bidang Keadaan
Mendesak.

Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pembiavaan
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiavaan terdiri
darr:

1. SILPA tahun anggaran
sebelumnya

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekavaan Desa
vang dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri
dari:

1. Pembentukan Dana
Cadangan

2. Penvyertaan Mcdal Desa

Aset Desa

XXX, XXX NN XXX XXX
XXX. XXX NXX . XXX XXX
XXX, XXX X0 30X XXX
XXX XXX 20N XXX XXX
XXX. XXX XN KXX XXX
XXX . XXX XXX XXX
MMX. XXX XL XXX
XXX.XXX NN XX XXX
XXX. XXX XXX . XXX XXX
XXX, XXX NN XXX XXX
XXX . XXX N XKX XXX
XXX XXX NN XXX XXX
XXX. XXX NN XXX XXX

_ Lebih

Anggaran Realisasi ( )/

kurang
XXX, XXX RN KKK XXX
XXX XXX XN XXX XXX
XXX XXX AT XXX
XXX. XXX NN XXX XXX
XXX.XXX XXX XXX XXX
XXX . XXX XX XXX XXX
XXX XXX OO XXX XXX
XXX, XXX XX, XXX XXX
XXX XXX NN XXX XXX
XXX. XXX 0N XXX XXX

Perolehan aset desa aclalah sebagai berikut,



18.

19.

Tanah

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan

Gedung dan Bangunan
Jalan

Jembartan
Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase
Jaringan/Instalasi

Aset Tetap lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan

Penamba

20x0 20x1 haay
(Pengura

ngan)
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX.XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX . XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX X
XXX XXX XXX . XXX XXX
XXX XX X . XX XXX
XXK.XHX XXX . XXX XXX
XXX.XXX XRX . XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
NN XXX XXX XXX XXX

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat

dilihat pada lampiran ....

Penyertaan Modal Desa

Pernycrtaan Modal Desa pada BUMDes adalah

sebagai berikut,

BUMDes XXX
BUMDes YYY

dst

Penamba

20x0 20x1 han/
(Pengura

ngaiti)
XXX XXX XHX.XXX XXX
P 9.5, 99,9, 9,9 KX XXX XXX
FIOU XX XXX XXX XXX
AXH. XXX XXX . XXX XXX




1.2 ¢. Format Rincian Aset Tetap Desa

Pemenntsh Dess ABC
Kecamatan KLM, K sbupaten XYZ
Rincian Azet Tetap Desa per 31 Desember 20ux
Contoh

Tahun

Rlilai Forolah
Perolehan s

Ne  Hlaz Aset don Namalldentitas Azst Tetsp Jom?'umhf;m;n " Wads fizst Totsp

Kondisi
Agel

Ketetangan

| Tanah
1 Tanah Pecsil & Luas 2200 m' HGE 20002014 2 Juli 20M 20 50,000,000

2 Tanah Lapangan ¥, Luas 1000 m! ; - ’ 1398

¥ = 2
I Peralstan, Mesin, dan Alst Berat
| Komputer, PC 20 5,000,000
2
§
Il Kendataan
1 Moter, merk 020, 100ce, No Polisi 05 BPKE 1231212 4 Des 2014 204 10,000,000
2 i -
3 .
¥ Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Kantor, Luzs 200m* L= 432 2 i 201 200 75,000,000
3
¥ Jdalan
1 JalanDesalokasidi._ $00m 204 50,000,000

”
-

<
¥l Jembatan
1 Jembatan ¥YZ Lokasidi ,50m 20 40,000,000
Vil HigasiWEmbunglair SungsiiOisinaze
| Embung XvZ. Lokasial . 2014 40,000,000
- I
3 — ’
VIl Janingandlnstalasi

1 daringan Ligtrik Decs, Lok asidi 04 120,600,000
]

>

X Aszet Tetap lannya
1 Sapi Jehor 204 30,000,000
2
3 )
¥ Konstuks) dalam Pengerjaan
| Pembangunan Jembat an dalam Konstiuks: Konstruksi 201 £5,000,000
3

Bah

Fusak Ringat

Bal

Bk,

Baih.

Bl

Braik

Baik

Bk

Iila perotehan
belum diketabul

Total Nilar Sset Tetap per 31 Desember 20 485,000,000

*) Cuisi dengan Baik (B). Rusak Fingan (RR), dan Rus ak Berat (RE)
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